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BAB 1
PENDAHULUAN
  A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia  adalah rendahnya mutu pendidikan  pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya   pendidikan  menengah ke atas.  Berbagai  usaha  teleh dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya   pengembangan  kurikulum  nasional dan lokal, peningkatan kompetisi guru  melalui pelatihan. Dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Untuk itu diperlukan  peran serta masyarakat sangat dibutuhkan  dalam peningkatan  mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan  bantuan  berwujud material saja, namun  juga  diperlukan bantuan yang berupa pemikiran ide  dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan  suatu sekolah. 

Pelibatan masyarakat dalam pendidikan  ini dirasa sangat diperlukan  dan sekarang  diharapkan  tidak hanya  dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada action di lapangan. Untuk itu sangatlah juga diperlukan  sebuah penelitian yang terkait dengan perkembangan mutu pendidikan  dilembaga yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Karena penelitian adalah  investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai  hubungan  tertentu antar fenomena. Penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta.  
Keberadaan dewan pendidikan  dan komite sekolah  ini telah mengacu Kepada “Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program  Pembangunan  Nasional  (Propenas) tahun  2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 tanggal 2 April  2002  tentang dewan Pendidikan Nasional dan komite sekolah.



Berdasarkan Keputusan Mendikbut tersebut, komite sekolah merupakan sebuah  badan mandiri yang mewadahi. Peran serta masyarakat  dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan  pendidikan di satuan pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah.  “Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dan daerah masing-masing satuan pendidikan seperti komite sekolah, Majelis Madrasah, Majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.”
Dalam UU No.  20 Tahun 2003 tentang  sistem Pendidikan Nasional, pasal 54 dinyatakan bahwa :

Pendidikan  merupakan  kebutuhan manusia yang bersifat universal dan utama serta sebagai  suatu keharusan bagi manusia/masyarakat dalam mencapai kesejahteraan  hidupnya  di manapun dan kemanapun.  Terutama pendidikan  agama Islam yang lebih ditekankan  dan akan diuraikan dalam penelitian ini. Di Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan  seluruh warga  Negara maka pengembanganya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan  pendidikan di antaranya adanya kebijakan pembentukan dewan pendidikan dan komite  sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan diapresiasi sebagai sebuah angin segar dalam proses perjalanan penyelanggaraan lembaga pendidikan dengan lebih  mengitensifkan perlibatan masyarakat.
Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi  menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat  meningkatkan  peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, salah satunya  upaya untuk  mewujudkan peluang tersebut adalah melalui dewan pendidikan  di tingkat Kabupaten/Kota dan komite sekolah di tingkat  satuan pendidikan .

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia  yang bersifat universal dan utama serta sebagai suatu keharusan bagi manusia/masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidupnya di manapun dan kemanapun. terutama  pendidikan agama Islam yang lebih ditekankan dan akan diuraikan dalam penelitian ini. Di Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan seluruh  warga Negara, maka pengembanganya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu penyelanggaraan pendidikan di antaranya adanya kebijakan pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia  pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung  disambut dan diapresiasi sebagai sebuah angin segar dalam proses perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengitensifikasikan perlibatan masyarakat.
Adanya perubahan paradigma  sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi disentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan  peran  sertanya dalam pengelolaan  pendidikan, salah satunya upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui dewan pendidikan, salah satunya upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui  dewan pendidikan  di tingkat  Kabupaten/Kota  dan komite sekolah  di tingkat satuan pendidikan. Dewan pendidikan dan komite sekolah  merupakan amanat rakyat yang telah  tertuang dalam  UU RI No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004.  Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah yang telah memposisikan  Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan  dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan  di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah/masyarakat.
Menurut Sanapiah Faisal “hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat di lihat dari dua segi, yaitu: (1) sekolah sebagai partner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkunganya”.
 Untuk itu, sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertangung  jawab  Pemerintah pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.
Dengan kata lain, keberhasilan  dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Pusat, melainkan juga Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota,  dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stake holder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi Berbasis Sekolah (school based participation)  dan  Manajemen  Berbasis Sekolah (school based management) yang kini tidak hanya  menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan  di Indonesia. Inti dari penerapan  kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten  atau steak holder pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan berkualitas.  Untuk itu diperlukan  kerjasama  yang  sinergis  dari  pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat  atau steak holder  lainya secara  sistematik  sebagai wujud  peran serta dalam melakukan  pengelolaan pendidikan melalui  dewan  pendidikan  dan komite sekolah.

Masalah yang terjadi di lapangan, kehadiran komite sekolah  hanyalah  sebagai bagian  formalitas semata, dan pihak  orang tua wali  murid juga  tidak mengetahui  secara mendalam  fungsi dan peran  komite sekolah  di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit  yang beranggapan  bahwa komite sekolah  memiliki peran  seperti  BP3  di masa  lampau, yaitu badan  yang bertugas  sebagai pengumpul  dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka. Pemberlakuan manajemen berbasis sekolah membawa  implikasi kepada sekolah  tidak menjadi  subordinat  lagi dari  pemerintah maupun yayasan, tetapi  bersifat otonomi. Pendekatanya  pun tidak  birokratis lagi melainkan professional. “Ruang gerak para guru dan kepala sekolah  menjadi lebih luas dan leluasa, termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah.
Menurut  Warsholin  dalam proses pembentukan  beberapa dewan  pendidikan dan  komite sekolah  memang ada yang sudah  sesuai dengan  harapan dan ketentuan  yang ada, bahkan ada yang perkembanganya  melaju pesat  sedemikian  rupa dengan kreasi  dan inovasinya yang membanggakan  sehingga dewan pendidikan dan komite sekolah  tersebut telah benar-benar dirasakan  peran dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun justru  perlu diakui bahwa masih  banyak  diantaranya yang belum  sepenuhnya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada. Dengan menyadari adanya berbagi variasi  tersebut, pada saat ini yang lebih  penting adalah bukan lagi soal mendirikan  atau membentuknya, tetapi  bagaimana menggerakan roda organisasi  dan manajemen  badan  yang mandiri  ini, agar dewan pendidikan dan komite sekolah yang ada segera melaksanakan  kegiatan  dalam mengemban peran  dan fungsinya seperti yang diharapkan.

Sesuai dengan perkembangan tuntunan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan khususnya pendidikan agama islam yang semakin menigkat  dewasa ini, maka dalamera menejemen  Berbasis Sekolah (MBS) Pengelolaan pendidikan perlu dibenahi selaras dengan tuntunan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun  budaya baru dan pofesionalisme dalam mewujudkan  “Masyarakat Sekolah“ yang memiliki loyalitas terhadap  peningkatan mutu sekolah .
MBS adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan  yang  diletakkan  pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran  yakni sekolah.

Berikut ini beberapa masalah yang menyebabkan peningkatan mutu  pendidikan terutama pendidikan Agama Islam belum berjalan secara maksimal, serta beberapa masalah  yang menyebabkan  peningkatan  mutu pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam belum berjalan secara maksimal, serta beberapa masalah  yang menjadi  sebab-sebab mengapa otonomi pendidikan sangat penting dan perlu:

1. Akuntabilitas sekolah dalam penyelanggaraan pendidikan kepada   masyarakat  masih  sangit  rendah.

2. Pengguna   sumber  daya  tidak  optimal, rendahnya  anggaran  pendidikan  merupakan  kendala  yang  besar.
 3.  Partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan  rendah .

4. Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi dilingkungannya, Pendidikan dengan segala persoalanya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahanya.

Untuk dapat memperdayakan dan meningkatkan peran serta  masyarakat,  sekolah  harus  bisa membina  kerja  sama  dengan  orang tua  dan  masyarakat,  menciptakan  suasana  kondusif  dan  menyenangkan   bagi peserta  didik  dan warga   sekolah.  Itulah  sebabnya   paradigma  MBS mengundang makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan  peran  serta  masyarakat sehingga semua kebijakan  dan  keputusan  bersama,  untuk  mencapai  keberhasilan  bersama.

Partisipasi ini perlu dikelola  dan  dikoordinasikan  dengan  baik  agar  lebih   bermakna  bagi  sekolah,  terutama  dalam  dalam  peningkatan  mutu  dan efektifitas   pendidikan  lewat  suatu  wadah  yaitu  dewan  pendidikan  ditingkat  Kabupaten/Kota dan komite sekolah  di setiap satuan pendidikan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Pendidikan Agama Islam sangatlah penting untuk anak dan sangat tepat apabila orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang berbasis Islami. dan tempatnya di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar, di MAN Tlogo meskipun letaknya di Kabupaten dan terletak di desa tetapi sekolahnya sangat maju tidak kalah dengan sekolah lain,bebagai sarana dan prasarana di MAN Tlogo sudah memadai dan para pendidik yang berkompeten. Mutu Pendidikanya juga bagus. Karena pengelolaan manajemen sekolahnya juga berjalan dengan bagus.
Pendidikan Agama Islam di selenggarakan di MAN Tlogo Blitar karena MAN Tlogo merupakan salah satu sekolah menengah di Kabupaten yang berprestasi dalam bidang Agama dan Umum. Mutu Pendidikan Agama Islam di MAN Tlogo bagus dengan dibuktikannya melalui tingkat kelulusan siswa dan prestasi-prestasi yang diraih oleh MAN Tlogo Blitar dalam setiap tahunya. Lulusan dari MAN Tlogo juga banyak yang diterima di perguruan-perguruan tinggi ternama. Ada juga yang di terima di Universitas yang ada di Luar Negeri.
Dengan   uraian  di  atas  maka  dalam  penelitian  ini mengkaji  Upaya  Komite  Sekolah  Dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Agama  Islam  di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar.
B. Fokus Penelitian  
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan  pada aspek peningkatan  mutu Pendidikan  Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar. Sedangkan pertanyaan penelitian  adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mutu Pendidikan  Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Kabupaten Blitar?
2. Apa Upaya yang dilakukan  komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan  Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar?
3. Apakah kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan  mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo    Blitar?
C. Tujuan Penelitian
Memperoleh gambaran secara mendalam tentang upaya komite  sekolah dalam  meningkatkan mutu pendidikan agama Islam Madrasah Aliyah Negeri Tlogo    Kecamatan  Kanigoro  Kabupaten Blitar, meliputi:

1. Mutu Pendidikan Agama Islam di Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar 
2. Upaya  apa yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan  Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Blitar.
 3. Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan Pendidikan     Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar.
D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang berupa upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo    Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Akan bermanfaat bagi para penyelenggaraan  pendidikan (kepala sekolah), Kementrian  Pendidikan dan budaya, para pengurus komite sekolah, serta para stake holder pendidikan terutama  untuk:
1. Manfaat Teoritis

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang strategi komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.

b. Peneliti dapat menyumbangkan gagasannya yang berkaitan dengan  strategi komite sekolah  dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.

c. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyelenggara Pendidikan

Mengungkapkan beberapa kendala atau hambatan terhadap peran komite sekolah  yang pada  akhirnya  dapat digunakan  oleh  pengurus komite kepala sekolah sebagai tataran pelaksana   di lapangan,  serta keberadaannya  yang  cukup  strtegis  dalam  strategi meningkatkan  mutu  pendidikan  khususnya pendidikan agama Islam.

b. Bagi  penyelenggara  pendidikan

Memberikan  sumbangan  pemikiran bagi penyelenggara pendidikan  dan  masukan  bagi  penyelenggara  pendidikan  akan  pentingnya  peran komite sekolah  yang  berguna  dalam upaya  peningkatan  komitmen  dan  profesionalisme  dalam  mewujudkan  “Masyarakat  Sekolah“  yang memiliki loyalitas  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan  agama Islam.
c. Bagi  Dinas  Pendidikan  Nasional
Membentuk pihak-pihak  yang berkepentingan dalam  menjelaskan  berbagai   isi terhadap  pembentukan  komite  sekolah   hanya  sekedar  merubah  nama  dari  BP3 sekaligus member masukan  yang  penting  bagi  para  pemerhati pendidikan  untuk  lebih  memeiliki  integritas yang tinggi dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan  di satuan  pendidikan  masing-masing.
E.  Penegasan Konseptual
Supaya terjadi kesatuan persepsi mengenai istilah  yang digunakan  terutama dalam membahas penelitian ini, maka penulis memberikan  identifikasi  pengertian  sebagai  berikut:

1. Komite sekolah

Komite sekolah adalah “lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang  peduli dengan pendidikan”.

2. Mutu

Dalam konteks umum mutu mengandung  makna  derajat  (tingkat)  keunggulan suatu produk (hasil,  kerja, upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible.  Sedangkan  dalam konteks pendidikan pengertian  mutu, dalam  hal ini  mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam “proses pendidikan” yang  bermutu  terlibat  berbagai input, seperti;  bahan ajar, metodologi, sarana pasarana sekolah, dukungan administrasi, dan  sumber  daya  lainya  serta penciptaan suasana  yang kondusif dalam konteks “hasil  pendidikan”  mengacu  pada prestasi  yang  dicapai oleh  sekolah  pada  setiap  kurun  waktu  tertentu.

3.  Pendidikan Agama Islam

“Pendidikan  agama Islam adalah upaya mendidik agama Islam  atau  ajaran Islam  dan nilai-nilainya, agar  menjadi  way of life (pandangan dan sikap hidup) seorang”.

F.  Penegasan Operasional
Adapun yang di maksud oleh peneliti ini adalah sesuai dengan fokus penelitian  sebagai berikut:

1.  Mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar

2. Adapun yang dimaksud mutu pendidikan agama islam dalam penelitian ini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan  sumber-sumber pendidikan  untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan  memahami dan  merealisasikan  Pendidikan  Agama  Islam  seoptimal  mungkin  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik  dilingkungan  sekolah, keluarga maupun masyarakat. berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam mendefinisikan mutu pendidikan agama Islam adalah “pendidikan yang dapat menghasilkan dan membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia  serta mampu  menanamkan  dan menumbuhkembangkan  ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan pandangan  hidupnya,  yang  diwujudkan  dalam  sikap  hidup dan dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-hari”.
 Sebagaimana  pengertian  mutu pendidikan secara umum, mutu pendidikan  agama Islam juga mempunyai pengertian yang sama. Hanya saja mutu pendidikan  agama  Islam  memberikan  penekanan  yang  lebih besar kepada  kualitas  muatan  pendidikan  Agama  Islam.  Antara  pendidikan  umum di bawah pembinaan Depag  mempunyai banyak kesamaan dari pada perbedaanya. Oleh sebab itu, isu-isu dan tantangan-tantangan  yang di hadapi oleh  pendidikan  di lingkungan  Dikdasmen  Depdikbud saat ini dan di masa depan baik menyangkut aspek pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, maupun efesiensi dan efektifitas pada umumnya banyak kesamaan dengan apa yang dihadapi oleh madrasah.
3.   Upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar.
Kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan agama islam malalui komite sekolah adalah sangat tepat, mengingat selama ini pendidikan sulit mengharapkan dukungan dari anggaran pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan suatu alternatif untuk memecahkan masalah pembiayaan pendidikan yang setiap tahunnya  anggaran  pendidikan tidak memadai bahkan terkesan tidak adil. Komite  sekolah  dapat  membantu  kebutuhan sekolah akan aggaran, fasilitas yang masih kurang, mencarikan dana untuk menambah insentif guru, dengan melakukan  pungutan  dana  tanpa  memberatkan orang tua siswa dan kebutuhan lainnya.  Anggaran ini dapat di peroleh dari upaya anggota komite sendiri melalui kerjasamam dengan berbagai pihak, seperti pengusaha atau alumni sekolah. usaha yang bisa dilakukan komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu PAI adalah seperti; (1) ikut serta dalam pembentukan TPA; (2) meminta ijin  penggunaan masjid setempat untuk kelancaranpembelajaran PAI; (3) ikut serta mensukseskan pengajian muslimah rutin bulanan; (4) ikut serta mensukseskan proses pembelajaran secara umum; (5) menyampaikan keluh kesah  orang tua  siswa/masyarakat mengenai tingkah laku, prestasi siswa kepada sekolah dan lain sebagainya.
4.  Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar Tingkat pengetahuan personil komite sekolah (dari unsur masyarakat) yang masih rendah, 2) tingkat perekonomian personil komite sekolah yang rata-rata berada dalam taraf menengah kebawah, dan 3) perbedaan tingkat pengetahuan dan tingkat perekonomian dalam personil komite sekolah sehingga membuat minder personil komite sekolah (dari unsur masyarakat).


G.  Sistematika  Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan  skripsi ini,  maka  di bawah ini  disusun  sistematika  pembahasan  sebagai  berikut:

Bab 1 merupakan  pendahuluan, dimana bagian ini adalah gambaran dari  keseluruhan. Pendahuluan ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi oprasional dan  sistematika pembahasan.
Bab II Pembahasan tentang kajian Pustaka meliputi: komite sekolah, pengertian komite sekolah, tujuan komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah, organisasi komite sekolah, pelaksanaan komite sekolah, pengertian mutu Pendidikan Agama Islam, indicator mutu Pendidikan Agama Islam, karakteristik mutu Pendidikan Agama Islam, upaya komite sekolah dalam  meningkatkan  mutu pendidikan agama Islam,  kendala yang dihadapi komite sekolah dalam meninngkatkan mutu pendidikan agama Islam.
Bab III Metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian,  kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, tekhnik anlisis data, pengecekan keabsahan data tahap-tahap penelitian.
Bab IV pembahasan hasil penelitian meliputi: sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri, upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam, mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar, Kendala yang dihadapi Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.
Bab V kesimpulan dan saran meliputi: Kesimpulan dan saran-saran.
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